BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

a.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas
dalam neger1 yang dilaksanakan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, dan transparan, perlu
mengatur ketentuan mengenai Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,Pimpinan
Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;

berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan
Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5439},



— gy - vy sap et - TASPAEN TS Ty

L f i B i i

T LSRR [ P : ') i

vr mree

[ +

LA s pey =l

& - =

27 Ll PR

1 v ety
yharaim by peBsis (pempeian peByrs @b ong

$lueadyr sae s adagutl e Pl - 1,5

pd Pl

UL Redgaub

[ CoISLE 4GRSO abrp e TG RIS JAOLUOL o1}

alge AR S Lt Av i

[ S R & & § 2 o [ syremeryrarre

ty WIGLI2EH  RGIRGTOS e

3

Bt e R ea ST EAREA

| SUBBITIE oo

T TIOH, S

- cer s ]

LW

> -‘r--ﬂ--r‘- ;‘_n “r. " :
TG Y AELE BeOn K | HJOUGZIT Q01T 2355
il ¥l . RS A T F 1207

il

] \ .
] L& !ilﬁl_l.- |

T TR TR, 0T JAGETT S NGRS AGESLY Doy

e [UOSER TEasus pongel UESTREG S SN TR TS SR =30 Fis § HE
(RN S S T e i ey v rer Foepes PR R R It B R U TIC AP TR S U Pt R B Tt
ta b ' Ve BTl
" v g iaes Wb e . i I LI R
' SR 2P RYLS iTRWIPSLYn paeSsil L D
: e U S L R vilp Ak
. PO S i lT! _E'.UCHZ n oA 117, :T_)_'_:II
o VUOREnTIG TH I ONIYD LAGGSLE
P TN LT e § a e . TP LERRE £ £ RPN Y Dty
- s h . . .
SRET S SIS 5 B s B PR S [ s T [lostitel o 2Inesioe
4 . [} T B . P
. £
¥i S s . ' I R N Pe Teeblis 1 [ J'JL’)’ .I."". TSN
WY G TR YT

o SIS (6T Y PHUERMUTRES  RGIUGL I

cirasgl ) BOKAIE  DFRLTT ST AGTGLE T

EETRANE £ o R 1 ¢ O ) 5052 R ILESOLE T3y
rermeree p O ClePTOIRTArIY Pt Terss PRI T sar ey “‘J“"_‘ _';"""" £
T JEILIGE at DO RIS AL RALIIALYY piles

. - o i i t virerEoeny ] pala L RR SN LR 2o B friL-
i 4 L}

T AP PGGLD YL RESYE IR JLEEDT

REET w2t ROfEE TYGMETT AT T KA se PSS
DI SLE | foosd UGB 500 ASHE DL eSS DY
DICIIRST L F€FChimny 1o EEHT 1! EEEN LS pILcTa
4 T8 Wt LY - .oy ' 'l-.- ::"il:l' ._." +.:"':'i”
5 Lt Il | 7 o] O SRL T et R BTt ns & Gt SN el & Wi

_';-“ i :‘“1- 165 i TS, VRN VEETT .-\T.il"f_llff.'!“ }J'!"-_[f{i.'f-h" [ ‘GI."—_‘!I}JLE:.?-_‘. Clidy s

Vv Ty I

i o 3 i (R S &
T T L HE L INIY AL TiAG MV HY B2
o {74 PR PR B R SL T (PR oy B e S i dan- vl

3 PV N s i = e L e

: W AT Al
ST NED 1oy [ I ¥ Ladnt b
{ ¥ hoUe o b1,
e & E42R ARy B8 TRV

e

DIPTRTAYIA 105 2 ¢ T Ly T A, E RIS BV AY

NOPEE A N B £ e ' TR WO S 1 VAR TRAP TR NOERU NN § SRS EA 0T W B LR Y

(R (%4

PRI 3 T B B

N = |




10.

1.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang
Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5568);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44 16) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah Dbeberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah  Kabupaten Luwu  Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun
2009 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12
Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembarang?
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Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun
2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

s

S.

10.

11:
12,

13.
14.

Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.

Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Luwu
Timur.

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi svarat vang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu
tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan
vang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan
kebutuhan dan kemampuan organisasi.

Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kota
dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju,
melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan semula di
dalam negeri .

Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah
dokumen vyang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri,Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain.

Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai
Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.






(2)

(3)

(4)

(3)

BAB I1
SURAT TUGAS
Pasal 2

Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan

oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat vang diberi wewenang,

setelah mendapat persetujuan prinsip.

Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai

berikut:

a. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh
Bupati;

b. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat eselon Ill,eselon IV, staf dan PTT dilakukan dengan
persetujuan prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah atau
pejabat lain yang diberi wewenang;dan

c. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilakukan
dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu
tingkat diatasnya bagi staf yang dipimpinnya.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau
pejabat lain yang diberi wewenang.

b. bagi pejabat eselon III, eselon IV ,staf dan PTT, Surat Tugas
ditandatangan oleh Kepala SKPD masing-masing.

Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
penerbitan SPPD.

BAB II1
BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN
Pasal 3

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)
terdiri dari:

a. uang harian;

biaya transpor;

biaya penginapan;

uang representasi;dan/atau

. sewa kendaraan dalam Kota.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. uang makan;

b. uang transpor lokal; dan

C. uang saku.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas yang dibayarkan

secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana tercantum dalam

lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai

berikut:

a. untuk' perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, biaya transpor
bus dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya sebagaimana

tercgmum dalam lampiran V.A vyang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; _

b. apabila l?ukti biaya riil transpor sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil

oo g
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(9)

6)

(7)

(8)

(10)

(11)

(12)

sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya
transpor bus sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberikan
tambahan 1 (satu) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil
dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam
lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud pada huruf c
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil
sebagaimana tercantum dalam lampiran X, dan hanya dibayarkan
maksimal 50% dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum dalam
lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

e. retribusi yang dipungut di bandara keberangkatan dan kepulangan
dibayarkan sesuai biaya riil;

Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar Daerah

Luar Provinsi, pelaksana SPPD juga dapat menggunakan transpor

udara di Sorowako.

Penggunaan transpor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus

memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yvang diberi

kewenangan.

Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transpor udara dibayarkan
sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat
melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya.

Biaya chrjalan.an Dinas yang menggunakan penginapan di hotel
s_(?bagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dibayarkan sesuai biaya
mllberdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan maksimal 75%
(tl_,uuh puluh lima persen) sebelum berangkat melaksanakan Perjalanan
Dmag dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam
lwnplran LA dan lampiran II.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagi- pe}aksana SPPD luar daerah dalam provinsi dan luar daerah luar
provinsi yang akan menginap di hotel terlebih dahulu harus meminta

surat k;terangan yang menyatakan bahwa Mess Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur penuh;

Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan

sebagaimana dimaksud pada ayat (8 berlaku k :
berikut: yat (8), etentuan sebagai

a. pelaksana SPPD dibcrikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana

dalam lampiran II.A dan lampiran II.B i i
: . -B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini: b bl

b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada h :
secara lumpsum. pada huruf a dibayarkan

Eagi Pel'aksana SPPD yang menginap di Mess Pemerintah Kabupate
uwu Timur hanya mempertanggungjawabkan biaya retribusi sesuai






(13)

(14)

(15)

(10)

(17)

(18)

(19)

(2)

(3)

(4)

tarif yang berlaku dan tidak lagi diberi biaya penginapan sebesar 30%
(tiga puluh persen).

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diberikan kurang 1 (satu) hari dari jumlah hari yang tercantum dalam
Surat Tugas yang dibayarkan dengan biaya riil sesuai standar biaya
sebagaimana dalam lampiran I1.A dan lampiran I1.B yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya
diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris
Daerah, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah yang dibayarkan
secara lumpsum dengan besaran sebagaimana tercantum dalam
lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada avat (1)
huruf e hanya diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati untuk
keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (15) sudah
termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak
yang dibayarkan sesuai biaya riil sebagaimana tercantum dalam
lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Biaya Perjalanan Dinas di luar wilayah Kabupaten Luwu Timur dalam
wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 3 (tiga) hari
dan di luar wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dibayarkan paling lama 5
(lima) hari kecuali ditentukan lain setelah mendapat persetujuan dari
pejabat yang berwenang.
Perjalanan Dinas ke Kabupaten Luwu, Kota Palopo dan Kabupaten
Luwu Utara dibayarkan sesuai biaya riil pergi pulang paling lama 1
(satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang dan
diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran L.B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) yang
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan yang
dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana tercantum
dalam lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB IV

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KABUPATEN

Pasal 4
Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling sedikit 5
(lima) kilometer dari batas kota diberikan uang harian dan biaya
transpor kendaraan umum bagi yang tidak menggunakan kendaraan
dinas.
Uang harian perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan secara lumpsum dengan besaran sebagaimana yang
tercantum dalam lampiran [.C yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Biaya transpor kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dibayarkan sesuai standar sebagaimana yang tercantum pada lampiran
V.C dan dibuatkan daftar pengeluaran riil sebagaimana yang tercantum
dalam lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur paling lama 1
(satu) hari kecuali ditentukan lain oleh pejabat yang berwenang.






(1)

(3)

(4)

(1)

(2)

(lil?gkqlt(a Kecamatan atau tempat bekerja palin
Iberikan biaya Perjalanan Dinas
tercgntum dalam lampiran VIII
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini
BAB V
PENGGUNAAN KENDARAAN
Bagian Kesatu
Kendaraan Dinas
Pasal 5
Biava Pf?rjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD,
Sfakre..tans Daerah, Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Eselon III
Pimpinan SKPD, Eselon IIl yang menggunakan kendaraan dinas roda 4
(empat), dan/atau Eselon III, Eselon IV dan Staf yang menggunakan
kendaraan dinas roda 2 (dua) diberikan biaya BBM.
bPenggunaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan biaya BBM berdasarkan jarak yang ditempuh dari tempat
kedudukan ke tempat yang dituju (pergi-pulang) didalam dan diluar
wilayah Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam
lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Standar biaya BBM untuk Kendaraan Roda 4 sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur berdasarkan perbandingan jarak dan kapasitas
kendaraan sebagai berikut:
a. kendaraan roda 4 sampai dengan 1.500 CC, 1 Liter jarak tempuh 8
(delapan) Km;
b. kendaraan roda 4 sampai dengan 1.800 CC, 1 Liter jarak tempuh 7
(tujuh) Km;
c. kendaraan roda 4 sampai dengan 2.000 CC, 1 Liter jarak tempuh 6
(enam) Km;
d. kendaraan roda 4 sampai dengan 3.200 CC, 1 Liter jarak tempuh 5
(lima) Km; dan
e. Kendaraan Roda 4 atau lebih atau berkapasitas lebih dari 3.200 CC,
1 Liter jarak tempuh 4 (empat) Km.
Khusus penggunaan kendaraan dinas di Mess Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur yang berada diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur
diberikan biaya BBM sesuai standar sebagaimana dimaksud dalam ayat
(3) dan dibayarkan sesuai biaya riil.
Standar biaya BBM untuk Kendaraan Roda 2 besarannya sebagaimana
tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Penggunaan Transpor Air
Pasal 6
Perjalanan Dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur yang harus
ditempuh melalui laut, sungai atau danau diberikan tambahan biaya
transpor air yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan satuan biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran V.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk rombongan/carteran atau keadaan darurat/mendesak,
sedangkan untuk perorangan dan tidak mendesak tetap menggunakan

g sedikit 5 (lima) kilometer
dengan satuan biaya sebagaimana
yang merupakan bagian tidak



(1)
(2)

(3)

transportasi air sesuai jadwal dan tarif penyeberangan
re :
daerah setempat. DElLy & guler pada

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS PEGAWAI TIDAK TETAP
Pasal 7

Peggwai ’I‘idal‘( Tetap yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
Besaran biaya Perjalanan Dinas pegawai kontrak lainnya disamakan
dengan Pegawai Tidak Tetap.
Khusus' Peggwai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Lainnya yang ditugaskan
sqbagal Sopir di Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada
diluar wilayah Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya Perjalanan
Dinas dengan besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas
dalam daerah bagi Pegawai Tidak Tetap/Tenaga Kontrak Lainnya
sebagaimana tercantum dalam lampiran I.C yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

BIAYA PERJALANAN DINAS MENGIKUTI KEGIATAN SEMINAR, WORKSHOP,

(1)

(3)

(1)

(2)

(3)

BIMTEK, LOKAKARYA DAN SEJENISNYA
Pasal 8

Perjalanan Dinas dalam rangka mengikuti seminar, workshop, bimtek,

lokakarya dan sejenisnya yang memerlukan kontribusi biaya

pelaksanaan agar dilakukan secara selektif dan tidak diberikan biaya
penginapan sesuai jumlah hari pelaksanaan;

Perjalanan Dinas yang dapat diikuti sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) adalah yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah atau Lembaga

Non Pemerintah yang bekerja sama dan/atau direkomendasikan oleh

Departemen terkait.

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberti:

a. uang harian dan biaya penginapan sesuai standar biaya perjalanan
dinas luar daerah dalam provinsi dan/atau luar daerah luar
provinsi sebelum dan/atau sesudah pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1);dan/atau

b. uang harian diklat menurut jumlah hari pelaksanaan kegiatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) vang besarannya sesuai
standar yang tercantum dalam Ilampiran 1.D dan [LE yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Ketentuan yang diatur dalam peraturan ini tidak berlaku untuk:

a. perjalanan dinas ke luar negeri;

b. perjalanan pindabh;

c. biaya pemulangan Pegawai Negeri yang pensiun; dan

d. perjalanan dinas dalam negeri vyang dibiayai dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Ketentuan biaya Perjalanan Dinas ke luar negeri mengacu pada

Peraturan Menteri Keuangan.

Bagi Pegawai Negeri yang karena jabatannya harus melakukan

Perjalanan Dinas tetap dalam wilayah jabatannya diatur tersendiri

dengan Keputusan Bupati.



Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 10 Tahun 2013 tentang tentang Biaya Perjalanan Dinas Jabatan
Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD,
Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 17 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013
Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur. q?

STEMPEL PARAF KCORDINASI

DINAS PENDAPA® Ai, "ENGELOLAAN KEUANGAN Ditetapkan di Malili
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR pada tanggal 2 Februari 2015
TELAH DIPERIKSA PARAF BUPKTI LUWU TIMUR,
SEKDA LN
ASISTEN 1 /7 0]
B * ANDI HATTA M.
KABID M
| KASUBAG / KASI —Ar

Diundangkan di Malili
pada tanggal 2 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

.y

A Al

———

BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 3
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

I. A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH__ LUAR PROVINSI

{dsh rupiahl
BUPATI
S SEKDA, | PEJABAT | PEJABAT
ANGGOTA | ESELON I/ |ESELON IV/ |GOLONGAN
N PROVINS AL Bﬁ%ﬁf DPRD DAN | GOLONGAN | GOLONGAN | &, I DAN
'D PRD ; ESELON I Y i PIT
m 2) 3) ) 5] ) M 8]
i |acEm oH 360000] 350000 340 000]  a20000| 300000
2 |sUMATERA UTARA OH 370.000|  360.000 350.000|  330.000] 310.000
3 |[RIAU CH 370.000]  360.000 350.006]  330.000] 310.00C
4 |KEPULAUAN RIAU oH 370.000|  260.000 350.000]  330.000|  310.000
5 [JAMBI OH 370.000|  360.000 350.000] 330.000| 310.000
6 |SUMATERA BARAT OH 380 000|  370.000 360000| 340000 320000
7 |SUMATERA SELATAN OH 380.000 370.000 360.000|  340.000| 320.000
3 [LaveuNe on 380 000l 370000 360 00C| | 34C.000| 320000
9 |BENGKULU OH 380.000]  370.000 360.000]  340.000| 320.000
10 |BANGKA BELITUNG OH 410.000|  400.000 390.000|  370.000|  350.000
11 BANTEN OH 370.000|  360.000 350.000|  330.000| 310.000
12 |JAWA BARAT OH 430.000|  420.000 410.000 390.000|  370.000
13 |D¥1 JAKAPTA oH s30.000| 520000 s10000|  ae0000| 470000
14 |JAWA TENGAH CH 370.00C 360.G40 33GC.000 330.C00C 310.C00
15 |D.I YOGYAKARTA OH 420.000|  410.000 400.000]  380.000| 360.000
16 |JAWA TIMUR OH 410000  400.000 390.000|  370.000|  350.000
17 |BALI oH 480.000|  470.000 460.000|  440.000] 420.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT | OH 440.000|  430.000 420.000|  400.000| 380000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | O a2c000 420000 210000 390.00 370 000
20 |KALIMANTAN BARAT OH 380.000| 370 000 360.000 340000 320000
21 |KALDJANTAN TENGAH o 360.000]  350.000 340.000]  320.000] 300.000
22 |KALIMANTAN SELATAN o 380.000 70000 360.00 340.000|  320.000
23 |KALIMANTAN TIMUR OH 430.000|  420.000 410.000|  390.000| 370.000
24 |KATTMANTAN UTaRa oH 430000] 420000 410000 390000 270000
25 |SULAWESI UTARA OH 370.000|  360.000 350.000]  330.000| 310.000
26 |GORONTALO oK 370.000|  360.06C 3s0.000]  33c.000| 310000
27 |SULAWES! BARAT OH 410.000{  400.000 390.000|  370.000| 350000
28 |SULAWESI TENGAH OH 370.000|  360.000 350.000]  330.000] 310.000
29 |SULAWESI TENGGARA OH '380.000|  370.000 360.000| 340000 320000
30 |MALUKU OH 380.000|  370.000 360.000]  340.000| 320.000
3t |MALUKU UTAPA on 430000 420 000 410.000]  29c000| | 370 000
32 [PAPUA oH 580.000]  570.000 560.000|  540.000|  520.000| ,
33 |PAPUA BARAT oH 480.000|  470.000 460.000| 440000 420.000 'ﬂ

10
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I. B. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

{dalam rupiah]|
E::;: ' SEKDA, | PEJABAT | PEJABAT

No | EABUPATEN / Bur;Aﬁﬂ; | ANCCOTA |ESELON 1Y/ ESELON IV/|GOLONGAN
KOTA satuan|" 00 O | DPRD DAN | GOLONGAN | GOLONGAN| 11, I DAN

s ESELON II I\ m PTT

(1] (2] 13 4 (5] 6] {71 (8]
1 |MAKASSAR OH 430.000 420000  400000] 380000 360000
2 |GCWwA OH 430.000 426.50 400.000| 385.600|  360.00C
3 |TAKALAR OH 430.000 426.000| 400000 380.000] 360.000
4 |JENEPONTO OH 430.000| 420000 400000 380.000| 360.000
5 |BANTAENG OH 430.000 420.000|  400.000|  380.000| 360.000
& |[BULUXUMBA on 436000 420000 400.000| 380000 360000
7 |MARGS OH 430000 425 600 400.000 380000 360000
8 |PANGKEP OH 430.000 420000 400.000|  380.000|  360.000
_____________ e e e e wmes
10 |PARE-PARE OH 430.000| 420.000 400.000| 380.000| 360.000
11 |PINRANG CH 430.000 42G.000 400.000|  380.000|  360.000
12 |ENREKANG OH - 430.000|  420.000 400.000|  380.000| 360.000
13 |WAJO OH 430.000 420.000|  400.000| 380.000| 360.000
14 [SOPPENG oH 430 000 420.000 a00.000| 380000 360000
15 |BONE OH 430.000 420,000  400.000 380.000|  360.000
16 |SINJAI OH 430.060 426,000  400.000]  380.000|  360.000
_____ el e T e .
18 [KOTA PALOPO OH 430 600 420 000| 400000  380.000| 360 000
19 |LUWU UTAFA OH 430.000 420.000 400.000|  380.000|  360.000
20 |TORAJA OH 430.000 420.000 400.000| 380.000| 360.000
21 |TORAJA UTARA | OH 430.000 420.000 400000  380.000| 360.000
22 |SELAYAR OH 430.000 420.000 400.000|  380.000|  360.000

11






I. C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

[d.ﬂa.m rupaah)|
BUPATT,
WAKI SEKDA, PEJABAT PEJABAT
No | KECAMATAN BI.TPA'l:T .I;}AN ANGGOTA |ESELON I/ |ESELON IV/ IGOLONGAN
: SATUAN * DPRED DAN | GOLONGAN |GOLONGAN| I, 1DAN
PIMPINAN e E -
ESELON iv I FIT
DPRD
{1} (2] 31 4 (5] (6 7 8
1 |BURAU OH 170.000 150 000 130 000 110.000 100 000
2 |WOTU OH 170.000 150.000 130.000 110.000 100.000
3 |TOMONI CH 170.000 150 000 130.000 110 000 100 000
4 (TOMONI TIMUR CH L70.000 150.000 130.000 110000 1006 000
5 |MANGKUTANA OH 170.000 15C.000 130.000 110 0060 156.000
& |KALAENA oH 1706.000 13006060 130.000 110.650 105060
7 |ANGKONA OH 170.000 150.GCC 130.000 110.000 100.000
§ (MALILI (LEBIH 5 CE 176.000 1535.560 130.0CC 110.0G63 1G0.000
KM DAFRI BATAS
KQOTA)
3 |WASUPCNDA CH L170.000 150.500 13C.000 116.00C 100 GO0
10 |TOWUTI OH 170.000 150.600 130.000 110,060 106.000
11 |[NUHA oH 170.000 15C.600 130.0C0 116.00C 1G0.0CC

12
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I. D. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

jdalam rupiahj
NO PROVINS! SATUAN | DIXLAT
{1} (21 (31 (6]
1 |ACEH OH 110.000
T e T TS = e e
3 |Rr1AU on 11000
4 |KEPULAUAN RIAU OH 110.000
5 [TAMBI OH 110.000
6 |SUMATERA BARAT oH 110.000
7 |SUMATERA SELATAN OH 110.000
g8 |LAMPUNG OE 110.000
9 |BENGKULU OH 110.000
10 |BANGKA BELITUNG OH 120.000
i1 BANTEN oH 110 000
12 [JAWA BARAT OH 130.000
13 |D.K.I JAKARTA CH 160.000
14 [JAWA TENGAH OH 110.000
15 |D.I YOGYAKARTA OH 130.000
16 |JAWA TIMUR oH 120.00C
17 [BALI OH 140.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT OH 130.000
""" 19 NUSA TENGGARA TIMUR | OH 130.000
30 |KALTMANTAN RAPAT OH 110 000
21 |KALIMANTAN TENGAH oH 110.006
22 |KALIMANTAN SELATAN OH 110.000
23 |KALIMANTAN TIMUR OH 130.000
24 |KALIMANTAN UTARA OH 130.000
25 [SULAWES! UTAPA ow 110 000
26 |GORONTALO OH 110.000
27 |SULAWESI BARAT OH 120.000
28 |SULAWESI TENGAH o | 110.000
29 |SULAWESI TENGGARA OH 110.000
30 |MALUKU CH 110.000
31 |MALUKU UTARA cH 130.000
32 [PAPUA oH 170.000| ,
33 |PAPUA BAPAT OH 140 000

13



I. E. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

{dalam rupisn|
No | FABUPATEN/ | saruan| Dmaar
KCTA

i) 21 ] o)
1 |MAKASSAR OH 110.000
5 TGOWA OH 110.000
D s g
4 |JENEPONTG OH 110000
5 |BANTAENG CH 110.0G0
6 |BULUKUMBA OH 110.000
e e e
8 |PANGKEP OH 110.000

2 |BARED OH 110.G0
10 |PARE-PARE OR 110.000
11 |[PINRANG OH 110.000
. 12 |ENREKANG OH 110.000
13 |WAJO OH 110.000
b 14 |SOFPENG OH 110.000
15 |BONE O 110.000
16 |SINJAI OH 110.000
17 [Luwn OH 110.000
18 [KOTA PALOPO oH 110.000
L JURUUTARY, ) TGH 110.000
=
STEMP :
) DINAS PENDAR, 111 1 o0 AN KEUANGL:
B DAN ASSE%PAH IH;QE, w;-'u }E};é:u;is‘. BUPATI] LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKS A FAR—.aF’

SEKDA L C
ASISTEN 1 S gl
KADIS ANDI HATTA M.
KABID :

KASUBAG / Kag;







LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI

DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI

LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (dibayarkan
dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

[dalam rupish|
TARIF HOTEL
UPATI
Sy SEKDA, PEJABAT | PEJABAT
NO PROVINSI Bm;)m Dax | ANGGOTA | ESELON I/ | ESELON IV/ | GOLONGAN
oA 21;:130[:;&: GOLC:SIGAN GOL(L.-‘IIGAN 1, I DAN PTT
oPRD
{} (2 13 (4] {5 (6] (7]
1 |ACEH 1.750.000]  1.308.000 930.000 410.000 340.000
2 |SUMATERA UTARA 1.545.000|  1.214.000 650.000 70,000 310.000
3 |R1IAU 1.340.000|  1.168.000 720.000 450.000 380.000
4 |KEPULAUAN RIAU 1.395.000| 1285000 650 000 380.000 280 000
5 [JAMBI 1.335.000|  1.176.000 585.000 370.000 290.000
£ |SUMATERA BAPAT 1345000 1155000 800 000 460 000 230000
7 |SUMATERA SELATAN 1.500.060|  1.228.0G0 550.600 425.000 28G.000
8 [LAMPUNG 1.500.000|  1.299.000 770.000 370.000 350.000
5 |BENGKULU 1.185.000 790.000 580.000 450 000 350.000
10 |BANGKA BELITUNG 1.650.006|  1.310.00C 660.000 450.000 300.606
11 [BANTEN 1.850.000|  1.430.000 $20.000 450.000 350.000
12 |JAWA BARAT 2000000 1753000 830000 460 000| 350.000]
13 |D.K1 JAKARTA 2.200.000  1.086.000 650.000 500.000 400.000
14 |JAWA TENGAH 1 870.000| 1478 200 750 000 450 000 250 000
15 |D.I. YOGYAKARTA 1.870.000|  1.334.000 670.000 500.000 355.600
16 |[JAWA TIMUR 1.725.000|  1.359.000 765.000 390.000 280.000
17 [BALI 2.500.000 1.810.000 830.600 500.000 350.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT 1.620.000] 1.500.000]  550.000 500.000 360.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR 1.500.000|  1.000.000 660.000 450.000 350.000
20 [KALTMANTAN BARAT 1695000 1130000 740.000 400.000 315.000
21 |KALDMANTAN TENGAH 1.800.000|  1.596.000 750.000 440600 325.000
22 |KATTMANTAN SELATAN 1.950.000|  1.679.C00 770.000 400.000 325.000
23 |KALIMANTAN TIMUR 1.750.000|  1.500.000 750.000 456.000 5350.000
24 |KALIMANTAN UTARA 1.750.000|  1.500.000 750.000 450.000 350.000
35 |SULAWESI UTARA 1 750.000|  1.553.000 640.000 400.000 290.000
26 |GORONTALO 1.515.000] 1.134.000 910.000 410.000 240.000
27 |SULAWESI BARAT 1.545.000|  1.030.000 916.000 400.600 340000
28 |SULAWESI TENGAH 1560000 1298000 520.000 400.000 330 000
29 [SULAWESI TENGGARA 1.605.000|  1.070.000 715.000 450.000 340.000
3¢ |MALUKY 1.545.000|  1.030.000 680.0C0 410.000 280.000
31 |MALUKU UTARA 1.750.000]  1.512.000 600.000 420.000 340.000
32 [PAPUA 1 890.000|  1.668.000 720.000 480.000 350.000
33 |PAPUA BARAT 1.780.000  1.482.000 900.000 450.000 340.000




B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

{dalam rupiah|
SATUAN RIAYA HOTEL (PEP HARY)
KOTA UPATI, WAKIL _
No | gamupsrew | BUPATIDAN | SOBC | e | eesiow v | GOLONGANT
FIFSIAN EsEroNT | GOLONGAN TV | coLovgan m| BPANFIT
DPRD

(1) 2 3 4 (S| 16 (71
1 |MAXASSAR 1.500.000 900 000 650.000 450.000 375.000
"2 lcowa 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
3 |TAKALAR 1.300.000 80C.000 600.000 400.000 350.000
4 |JENEPONTO 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
5 |BANTAENG 1.300.600 800.000 600.000 400.000 350.000
6 [BULUKUMBA 1300 000 800 000 600000 400 000 350.000
7 |MAROS 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
€ |PANGKEP 1.300.000 800.000 600.000 400.00C 330.000
9 |BARRU 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
10 |PARE PARE 1.300.000 800.000 600.000 400000 350.000
11 [PINRANG 1,300 000 800 000 600 000 400,000 350.000
12 |[ENREKANG 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
13 |WAJG 1.300.000 §00.000 600.0C0 400.000 350.000
""" 14 |SOPPENG 1.300.000 800.000 600.000 400.00C 350.000
15 |BONE 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
16 |SINJAT 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
17 [Luwu 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
18 |KOTA PALOPO 1.300.000 80C.00 600.000 400.000 350.000
19 [LUWU UTARA 1.300.000 £00.000 600.000 400.000 350.000
20 |TORAJA 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000
21 |TORAJA UTARA 1.500.000 900000 650 000 450000 375.000
22 |SELAYAR 1.300.000 800.000 600.000 400.000 350.000

STEMPEL PARAF KCORDINASI

DINAS PENDAPATAYN, PENGELOLAAN XEUANGA K

DAN ASSET DAERAH KAB, LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA ny
ASISTEN iﬁ
KADIS T A
KABID &
KASUBAG / KASI 0y

T

ANDI HATTA M.

BUPATI LUWU TIMUR,
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LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
PIMPINAN DAN

BUPATI,
ANGGOTA DEWAN
DAERAH, PEGAWAI

WAKIL BUPATI,
PERWAKILAN RAKYAT
NEGERI DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD

(biava riil)
MODA TRANSPORTASI
NO PANGKAT / GOLONGAN B W ' T _RET“. | '
PISAWAT KAPAL LAUT - R l LAINNYA
UDARA AFIJBUS
., Wakil Bupati dan Pim DPRD |  Bisni Kelas I B Ekseicuti Sese
1 |Bupati, pati pinan A o . Kenvataan
2 |Sekretaris Daerah / EselonIla Ekonomi KelasIB Ekselutif
Kenyataan
3 |Anggota DPFRD dan Pejabat Eselon Il b Ekonomi Kelas I B Eksekuufl oE :
L = e Kenyataan
= = : Sesua
4 |Golongan IV / £seion III £konomi Helas II A Eksekunf
Kenyataan
. Sesuai
S |Golongan III / Eselon IV Ekonomi Kelas [T A Ekselunf
Kenyataan
. i Sesuas
6 |Geolongan I, I dan PTT Ekonomi KelasITA Eksekutif
Kenyataan

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATZH, PENGELOLAAN KEUANGA:.
DAN ASSET DAERAH KAB, LUWVU TIMUR

TELAH DIPERIKSA

PARAF
L

SEKDA

ASISTEN 1 A

KADIS a

KABID & |
/‘7;:

KASUBAG / KASI

BUPATI LUWU TIMUR,

Cy_

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM

WAKIL BUPATI, PIMPINAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)

NEGERI

BAGI BUPATI,
DAN ANGGOTA

DEWAN

] . ;
o [KABUPATEN o oA | o, oo | MOBEL o/ IMOBK o/ ¢ MORK ¢ MOSK o/ MoPHL >
(LITER) (LITER) | (LITER) (LITER) | (LITER)
1 [Bureu 65 130 7 16 18 21 26 32
2 lwom 48 96 6 12 13 16 19 24
3 [Tomoni | 49 o8 s 12| 14| 16 19| 24
4 |Mangicuterne 50 ool e 12 14 16 20 25
e e o : - — - i g
| 6 |Nuha 57 114 7 14| 1s T 28
s - = - - - - = —
8 |Kalacna 60 120 7 15 17| 20 24 30|
I et S o e P - e s e -
10 |Bantilang 100 200 E 25 29 33 40 50
L e p > A - SO b S e
e o ’ - = A e S > -
13 |Maml 10 Y 3] 5 6 & 10 12
e e Tt I 2 Ty —f B e —
15 |Maros soz| 1188 148 169 197 237 206
16 |Pangkep 571 1.142 142 163 190 228 285
17 |Bagn 468 936 117 135 16| 187 234
18 |Pare-Pare 418 ;3“6 ........ - 104 119 139 167 209
19 |Pincang |  39s| 70| | o8 112 T T 197 |
20 |siaemp | 380 60| 1 es|  1e8| 12|  1s2| 190 |
"1 |Sengkang 338 716 Tee| 102 119 143 179
22 |Soppeng s06| 1.0i2| T 12e| 14 168 202 253 |
25 |Bome 328 836 w07] 122 142 171 214 |
24 |Singed 408 996 124 T1a2| ee| 199 245
25 |Gowa 685| 1370 171 ETI 228 274 342
26 |Takalar R ?—2—'1'} A l -1_-'1[{] ............. N - 166 180 240 T 2;:‘5 360
27 _.e:';epo.".:;_; ............... T 760 1.520 190 217 "'—2_02‘ B __“3'";_ ___m_.:S-C_
28 |Bantasng | 775|  1.ss0| T 194 221 186 310 387 |
29 |Butuiumba 795|  1.590 199 227 186 318 397
30 |Setazar son | 1eool LT ze 225 267 250 200
e - i i = = = ot — o
32 |Toreia Utara 282 sea| | P 79 a3 12 140
£l _:_ — : _jgcqf_ - ] - e e
34 |Masamba 120 240 30 34 40 48 60
e o T — - - > b e
36 |Relopa 244 ass| T e 9 81 97 122
oy e T e - — — - o
3e x@:"& s20|  1.240 155 177 206 248 310
39 |Mamuju (Sutar s7o| 1140 142 162 190 228 28s
BUPXTI LUWU TIMUR,

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAR
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA

"PARAF

SEKDA L
ASISTEN 1 M
KADIS i)
KABID \
KASUBAG / KAS! e

h__

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI,
WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya riil)

(dalam rupiah)
NO KABUPATEN / KOTA / BIAYA TRANSPOR
KECAMATAN UMUM (PP}
1 |Makassar 440,000
2 |Maros | 380.000
5 (Pangkep 370,000
4. e e R 350000
5 |Pare-Pare 330.000
........ 6Pmrmg s St 345000
7 |Bidrap 310.000
8 beggkang 330.000
9 [Soppeng 350.000
10 |Bone 380.000
11 [Sinjai 420.000
12 Gowa 450.000
13 |[Takalar 460.000
W leawnkts 4?0000
15 |Bantaeng 480.000
16 |Bulukumba 490,000
17 |Selavar 550.000
18 |Tana Toraja 300.000
19 |Toraja Utara 330.000
<0 |Enrekang 330.000
21 |Masamba 80.000
22 |Kota Palopo 100.000
23 |Belopa 140.000
24 |Kolaka {Sultra] 300.000
25 Poso, Morowali, Bungku e
{Sulteng)
26 |Mamuju (Sulbar) 350.000 91

186






B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI (biaya

riil)

{dalam rupiah|
NO BROVINGT SATUAN BIAVA (P
il i2) it 14
1 |ACEH Orang/Kali 123.000
2 |SUMATEPRA UTARA Orang/Kali 232.000
3 [R1AU " Orang/Eali 70.000
s |xEpuravan plau Orasig/Xali 105 000
5 JAMBI OrsngiKali 128.000
6 |SUMATERA BAPAT Orang/Kaki 192.000
....... e s T e
8 |LAMPUNG Orang/Kali 148.000
9 [BENGKULU Orang/¥ali 92.000
10 |BANGKA BELITUNG Orang/Kali 86.000
i1 [BANTEN Opang/iali 320.000
12 |Jawa BaPaT Oreng/Xali 112 000
13 |D.K.I JAKARTA Orang/Kali 170.000
14 |JAWA TENGAH Oraug/Kali 50.600
15 |D.I YOGYAKARTA Orang/Xali 141.000
16 |JAWA TIMUR Orang/Kali 148.000
17 [BALT Orang/¥ali 160.000
18 [NUSA TENGGARA BARAT | Orang/Kali 218.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | Orang/Kali 81.000
20 |KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 145.000
21 |KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 94.000
22 |KALIMANTAN SELATAN Orasigf Kali 141.000
23 |KALIMANTAN TIMUR Oreng/Kali 401.000
24 |KALIMANTAN UTARA Orang/Xali 353.000
25 |SULAWESI UTARA Orang/Kali 310.000
26 |GORCNTALO Orang/Xali 134 000
27 |SULAWESI BARAT Orang/ Kali 217.000
28 |SULAWESI TENGAH Orang/Kali 151.000
e R e i
30 |MALUKU Ovaing/Kuli 340.000
31 |MALUKU UTARA Orang/Kali 403.000
32 [PAPUA Orang/Kali 354.000
33 |PAPUA BARAT Orang/Kali 130.000

20



C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

{dalam rupiah|
BIAYA
NO KECAMATAN | m?:;?on
{1] 2] (3 (4
1 |BURAU OK 50.000
2 |\WOTU oK 45 000
3 [ToMoNI oK 50.000
4 |TOMONI TIMUR OK 50.000
5 |MANGKUTANA oK 40.000
6 |[HALAENA oK 5G.000
7 |ANGKONA OK 30.000
8 |MALLLI (LEBIH 5 KM| OK 20.00C
DARI BATAS KOTA|

9 |waSUPONDA oK 56.000
10 |TOWUTI oK | 66.000
11 [NUHA oK 60.000
12 |TRANSPOR AIR oK 1.000.000 9’

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR BUPATI LUWU TIMUR,

TELAH DIPERIKSA PARAF é
SEKDA T |
ASISTEN 1 : T
KADIS i ANDI HATTA M.
KABID |
KASUBAG / KAS| =
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LAMPIRAN v}

PERATURAN BUPATY Ly
TAHUN 2015

. BIAYA SEwWA ’
KABUPATEN LUy Tyage g DARAAN D

U TIMUR

LAN RAKYAT Dap

WILAYAH
LUAR PROVINg] (biaya rijl)

RAH,
NGaN

i

13 |DK1 JAKARTA 0.000
S s 3.020.
:?2 e Per Hari 651.000  1.840.000] “592"3._223
e ONARER | PerBie 1.950.000
R T e i —
~ 3.020.000
18 .|NUSA TENGGARA BARAT | Per Hari 788.000 2.270.000 3.020.000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | Par Hari 799 000 2,380 000 3 240 000
20 |KALIMANTAN BARAT Per Hari 777.000 2.05C.000 3.350.000
21 |KALIMANTAN TENGAH Per Hari 820.000 2.590.000 3.670.000)
22 |KALIMANTAN SELATAN Per Hari 702,000 1.950.0G0 3.135.0C0
23 |KALIMANTAN TIMUR Par Hari 809 000 2.160.000 3.560.000
24 |KALIMANTAN UTARA Par Hari 809.000 2.160.000 3.560.000
B B e 22000 220000
26 |GorRONTALO Per Hari 734.000 1.950_000 3.020.000
7 |SULAWESI BARAT Per Hari 702.000]  19s0000| 3020000
28 |SULAWESI SELATAN Per Hari 651.000 2.270.000 3.02C.000
29 |SULAWESI TENGAH Per Hari 766.000 1.950.000 3.130.000
30 |SULAWESI TENGGARA Fer Hari 766.000 2.050.000 3.130.00C
31 |MALUKU : 885.000 2.700.000 3.780.000
32 |MALUKU UTARA 896_000 2.810.000 389‘0000
S P
e T S iy e S
BUPAZI LUWU TIMUR,
STEMPECL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATE N, #ENGELCLAAN KEUANGAN C
DAN ASSET DAERAH KAB, LUWU TIMUK
TELAH DIPERIKSA 5 "‘JL 3 ANDI HATTA M.
SEKDA - g L: 5o
ASISTEN 3 | A
KADIS | A
KABID |
i

KASUBAG / KASI




UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI

LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

BUPATI, WAKIL

KABUPATEN LUWU

TIMUR

RAKYAT
PEGAWAI

, PIMPINAN DPRD,

SEKRETARIS DAERAH, ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

[dala.m rupiah)
LUAR DAERAH
DALAM PROVINGI DALAM
e URALEN SATUAN DAN LUAR KABUPATEN
PROVINGI
i @ (3) ) (5)
1 |Bupati, Wakil Bupati dan Punpinan DPRD CH 250.000 125.009”
2 |Sekretaris Daerah / Eselon Il a OH 200.000 100.000
75 000
3 |Angeota DPRD dan Pejabat Eselon II/b OH 150.000 {

STEMPEL PARAF KOORDINASI )
DINAS PENDAR: "1 5, PENGELOLAAN KEUANGA..

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA PARAF
SEKDA A
ASISTEN Y ;(L“C ‘
KADIS ’; Ii'

T KASUBAG / KAS 2|

BUPATI LUWU TIMUR,

Ca_

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN vy

PERATURAN BUPATI Luwy TIMUR

NOMOR
TENTANG

PERJALANAN DINAS

BUPAT],
ANGGOTA

WAKTL BUPATI,
DEWAN PERWA

DAERAH, PEGAWA] NEGER]

TIDAK TETAP DI LINGKUNGA

3 TAHUN 2015

KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

____(dalam rupiah)
LUMPSUM /

NO URAIAN HADI

1 | Camat

_70.000
2 | Sekcam / Kepala
Puskesmas / Kepala 50.000

— |Sekoleh | ]

3 | Kasi / Kasubag  45.000

4 | Staf / PTT / Staf 6.566 Q/!

Puskesmas

STEMPEL PARAF KOORDINASI

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGA®H

DAN ASSET DAERAH KAB, LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

Co

ANDI HATTA M.

TELAH DIPERIKSA __E“.Q-F’._&i-
SEKDA ) /,(L
ASISTEN 1 -
KADIS ;

TKABID & i
Ve
KASUBAG / KASI

DALAM NEGERI BAG]
PIMPINAN DAN
KILAN RAKYAT
DAN  PEGAWA]
N PEMERINTAH

24



LAMPIRAN IX

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWA! NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

STANDAR BIAYA MINIMAL TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM
DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

(dalam rapiah)
NO TUJUAN BIAYA TIKET
1 |Jakarta dan Jawa Barat 1.500.000
2 |Jogvakarta dan Jawa Tengah 1.250.000
........ 3 e 1000000
4 |NTT dan NTB 1.500.000
S |Paludan Kendari 750.000
6 |Manado dan Gorontalo 1.300.000
T |Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya 1.250.000
8 |Jayapura dan wilayah Papua lainnya 2.500.000
9 |Wilavah Kalimantan 850.000
10 [Medan dan wilavah Sumatera Utara lainnva 2.700.000
11 |Padang, Riau, Batam dan wilayvah Sumatera Barat lainnyva 2.700.000
12 |Palembang dan wilavah Sumatera Selatan lainnva 1.850.000
13 |Daerah [stimewa Aceh 3.000.00C
14 |Sorowako - Makassar 450.000 %

STEMPEL PARAF KOORDINASI BUPATI LUWU TIMUR,
DINAS PENDAPATS N, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

PAFAF é h]

TELAH DIPERIKSA AFAF |
SEKDA
ASISTEN 1 L«, ANDI HATTA M.
KADIS %
KASID ¢
KASUBAG / KAS! z
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LAMPIRAN X

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI
BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGER!I DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

KOP SKPD

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
NIP
Jabatan

Berdasarkan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tanggal ............ Nomor

............ , dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

I. Biaya transpor Pelaksana SPPD di bawah ini yang tidak dapat
diperolehbukti-bukti pengeluarannya meliputi:

NO | URAIAN JUMLAH |

~Jumlah -

!
|
|

2. Jumlah uang tersebut pada angka 1 benar-benar dikeluarkan untuk
pelaksanaan perjalanan dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan
kelebihan tersebut ke Kas Umum Daerah. .

Demikian pernyataan  ini ~ kami buat dengan sebenarnya, untu

dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/ Menyetujui: e ,
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pelaksana SPPD

Pengguna Anggaran
..... NIP.
ok TIMUR
BUPATI LUWU ’
(DINAS]
=AABEL PARAF KOOR ) UANGAN
“"“&353“?5@%% SAERAN KAB, LUWY TE. t

e 0 b

r
)
— s T,
KABID — _..,n-j
.L-:.-""“I H" ¥4 ’&Sl _“Mw
K"AE‘!J AN e

tanggal bulan tahun 94
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